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Abstract 

 The purpose of this study was to determine how the implementation of Inclusive Education by the 

Education Office for Children with Special Needs at the driving public primary school level in Pekanbaru City. 

Based on the Regulation of the Minister of National Education Number 70 of 2009 concerning Inclusive Education 

for Learners with Disabilities and Potential for Special Intelligence and/or Talent. The theory used to support the 

analysis of the implementation of Inclusive Education for Children with Special Needs is the Policy 

Implementation model developed by Marilee S. Grindle. The research method used is descriptive method with a 

qualitative approach. Selection of informants using Purposive Technique, with Key Informants and Informants 

20 people. The techniques used in data collection are: interview, observation, and documentation study. The results 

of this study indicate that in the implementation there are regulations that have not been fully implemented. This 

is evidenced by the findings that there are schools that have not received facilities and infrastructure and facilities 

and there are schools that have not registered or conducted assessments for children with special needs. It has not 

been implemented well due to a lack of funding and some children with special needs do not have a doctor's or 

psychology certificate in accordance with the policy. 
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Pendidikan 

Inklusif oleh Dinas Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus tingkat sekolah dasar negeri 

penggerak di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 

2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi 

Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus ini yaitu, model Implementasi Kebijakan yang 

dikembangkan Marilee S. Grindle. Metode penelitian menggunakan yang digunakan yaitu metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan Teknik Purposive, dengan 

Key Informan dan Informan 20 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

implementasi terdapat peraturan yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya temuan bahwasanya terdapat sekolah-sekolah tersebut yang belum mendapatkan sarana dan 

prasarana serta fasilitas dan terdapatnya sekolah-sekolah yang belum mendaftar atau melakukan 

assessment untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Belum terlaksana dengan baik dikarenakan 

kurangnya dana dan beberapa anak berkebutuhan khusus tidak mempunyai surat keterangan dokter 

atau psikologi sesuai dengan kebijakan. 

Key Words : Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus 
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Pendahuluan 

Pendidikan dilaksanakan sebagai hak untuk semua orang dalam memperoleh sistem 

pendidikan umum dan non diskriminasi. Pendidikan juga merupakan sebagai peningkatan 

sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal, informal, 

dan nonformal. Pemberian kesamaan hak serta non diskriminasi merupakan bentuk 

pemberian pendidikan yang setara meskipun kepada anak berkebutuhan khusus atau 

penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan serta kekurangan ketika harus 

berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 31 

ayat (1) yang berbunyi : “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” .  

Dalam hal ini, pemberian kesamaan hak dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi 

semua anak, Indonesia juga turut terlibat dalam kesepakatan Sustainable Development Goals 

atau disingkat SDGs atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 

serangkaian tujuan yang dibuat oleh perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai panduan 

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015. Dan sebagai tindak lanjutnya, 

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam Sustainable Development Goals 

atau SDGs terdapat 17 tujuan yang salah satunya “Pendidikan Berkualitas: Memastikan akses 

universal untuk pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif serta meningkatkan 

kesempatan pendidikan seumur hidup untuk semua orang.” 

Tidak hanya itu, dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dalam mencapai pendidikan bagi 

semua anak, pemberian kesamaan hak serta non diskriminasi, berdasarkan Konvensi Hak 

Anak (KHA) terddapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-

negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak.  

Hal ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memberikan 

pelayanan pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang merupakan suatu 

bentuk pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan agar memberikan kesetaraan 

kepada semua anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, meskipun mereka memiliki 

keterbelakangan atau kekurangan yang kepada anak-anak berkebutuhan khusus serta 

disabilitas sebagai anak yang istimewa.  

Namun masyarakat di Indonesia masih kekurangan akses terhadap pendidikan formal, 

terkhususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus, dan terkadang tidak diberikan fasilitas 

sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Pembedaan anak-anak yang tidak berkebutuhan 

khusus ini membuat ABK sulit berinteraksi dengan anak-anak pada umumnya. Akibatnya, 

anak berkebutuhan khusus akhirnya merasa terasingkan atau bahwa merasa tersingkir dari 

masyarakat (kelompok termajinalkan). Hal ini memperlihatkan bahwa anak-anak 

berkebutuhan khusus dididik secara terpisah dengan anak normal (segregasi) yang dapat 

menunjukkan bahwa mereka memiliki kelainan yang diberikan pelayanan secara terpisah 

pula yang dimana hal tersebut terlihat diskriminatif. 

Adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusif merupakan 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta pemberian pelayanan akses pendidikan 

yang setara kepada seluruh masyarakat Indonesia serta non diskriminasi di Indonesia.Dan 

dengan adanya juga peraturan/ kebijakan pendidikan inklusif merupakan salah satu agar 

orang tua sadar akan pentingnya pendidikan walaupun anaknya memiliki keterbelakangan 
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mental dan fisik yang berarti mereka merupakan anak istimewa yang seharusnya 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak-anak seusia mereka. 

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam upaya agar anak-anak berkebutuhan 

khusus tersebut tidak ter-diskriminasi dari anak-anak normal lainnya, maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 

Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.  Pada pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa ABK akan 

mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam menempuh jenjang pendidikan terpadu 

bersama peserta didik lainnya. 

Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1), (3), dan (4), yang menyatakan 

bahwa: 

(1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pendamping 

khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan 

inklusif 

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan 

khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara 

pendidikan inklusif 

(4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing 

khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan 

sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus, 

maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak 

Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), 

menyatakan bahwa: 

Pasal 3 

(1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga 

Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.”  

Pasal 4 

(1) “Fasilitas penyediaan Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal  3 

dilakukan paling sedikit melalui: 

a. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana; 

c. Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan; 

d. Penyediaan kurikulum.” 

Pelaksanaan pendidikan Inklusif ini di Kota Pekanbaru Didasari oleh Keputusan 

Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara 

Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sudah menerapkan 

siswa inklusi di sekolah – sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Melalui 

keputusan Walikota Pekanbaru dalam Surat Keputusan Nomor 713 Tahun 2017 
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ditetapkannya 37 sekolah dari jenjang SD sampai SMP sebagai Sekolah Inklusi. Sekolah Dasar 

yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi sebanyak 24 sekolah. 

Pada tahun 2022/2023 Pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan dengan 

menyatakan bahwa setiap sekolah sudah wajib menerima anak berkebutuhan khusus atau 

tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan Inklusif di Semua 

Sekolah atau Sekolah harus menerima Anak Berkebutuhan khusus juga dinyatakan dalam 

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 

Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota 

Pekanbaru. Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (24) yang berbunyi “ Peserta afirmasi adalah anak dari 

ekonomi tidak mampu dan penyandang Disabilitas.”, dan Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi “ 

jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b di peruntukan 

bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang 

disabilitas.”. 

Dan pada tahun 2023 bahwa pemerintah kota Pekanbaru melalui melalui sosialisasi 

PPDB SD TAPI.2023/2024 dan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang 

dilakukan pada 13-14 Juni 2023 , Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyatakan 

bahwa setiap sekolah sudah wajib menerima anak berkebutuhan khusus atau tidak boleh 

menolak anak berkebutuhan khusus. Hal ini dinyatakan terdapat dalam Surat Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024 Di Kota Pekanbaru. Dinyatakan 

dalam ketentuan PPDB Dalam Jaringan (Daring) dalam Jalur Peserta Didik Afirmasi yang 

berbunyi: “b) jalur afirmasi juga di peruntukan bagi calon peserta didik penyandang 

disabilitas (melampirkan surat keterangan dari dokter).” 

Sekolah-sekolah yang telah menerima Anak Berkebutuhan Khusus tersebut melakukan 

Assessment dalam upaya untuk memberikan informasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru bahwa terdapatnya anak-anak berkebutuhan khusus yang mengenyam belajar di 

sana, yang dimana hal tersebut agar tidak mengganggu Asesmen Nasional Berbasis 

Komputer (ANBK) sebagai suatu program evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif serta terdapat anak 

berkebutuhan khusus di dalam nya.  

Dan pelaksanaan Assessment ini juga diharapkan dari sekolah agar anak-anak yang 

terdaftar di Sekolah-sekolah tersebut sebagai acuan bagi pihak Pemerintahan Kota 

Pekanbaru dalam pemberian guru pendamping khusus atau Shadow Teacher maupun guru 

yang diberikan pelatihan mengenai Pendidikan Inklusif agar dapat memberikan pelayanan 

pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut khususnya Sekolah- Sekolah Dasar Negeri 

Penggerak yang telah melaksanakan Pendidikan Inklusif tersebut. 

Hal ini dasarkan oleh dalam Surat keputusan Walikota Nomor 713 Tahun 2017 yang di 

dalamnya menyatakan bahwa “ Melakukan Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus.”, yang 

menjadi dasar dalam pemberian fasilitas seperti guru pendamping khusus atau Shadow 

Teacher maupun guru yang berikan pelatihan kompetensi pendidikan inklusif. 

Dalam Pekanbaru.go.id mengenai info Pendidikan, pada tahun 2021 terdapat 325 

sekolah Dasar (SD). Kemudian Data Pokok Pendidikan (dapo.kemendikbud.go.id) dari 
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kementerian pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Data Sekolah Semester 

2023/2024 Kota Pekanbaru berjumlah 322 Sekolah Dasar (SD) dan 13 Sekolah Luar Biasa (SLB) 

yang terdaftar di DAPODIK baik negeri maupun swasta. Dari data keluaran Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru, terdapat 88 SD yang di antaranya sudah melaksanakan 

Pendidikan Inklusif di Pekanbaru dan sudah terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 

dalamnya (data diambil melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru) 

Penetapan sekolah-sekolah penggerak ini berdasarkan Keputusan Jenderal Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 7883/CHK.03.01/2022 

Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III. 

Di Pekanbaru terdapat 16 Sekolah Dasar yang lulus dan sudah ditetapkan sebagai sekolah 

penggerak.  

  Terdapat 6 Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai sekolah 

penggerak. Diantara 6 Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru yang dinyatakan sebagai sekolah 

penggerak, maka penulis menetapkan 4 Sekolah Dasar Negeri (sekolah penggerak) yang 

menjadi fokus penulis sebagai penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif bagi 

anak berkebutuhan khusus.  

Dari survei awal yang peneliti lakukan, ke 4 sekolah tersebut yang di dalamnya 

terdapat anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di dalamnya yaitu: SDN 

47 Kota Pekanbaru, SDN 94 Kota Pekanbaru, SDN 118 Kota Pekanbaru, dan SDN 144 

Pekanbaru. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan fenomena terhadap penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tidak adanya guru pendidik khusus atau shadow teacher yang membimbing anak 

berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri yang merupakan sekolah penggerak. 

2) Tidak terdapatnya guru Sekolah Dasar  Negeri di Sekolah Penggerak,  Kota Pekanbaru 

yang mengikuti pelatihan khusus dalam meningkatkan kompetensi dalam pendidikan 

inklusif untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan menangani anak 

berkebutuhan khusus tersebut. 

3) Terdapat sekolah penggerak yang tidak melakukan assesment atau pendataran anak 

berkebutuhan khusus ke Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) . 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

 Secara etimologi (Bahasa) kata administrasi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang 

terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan “ministrate” yang memiliki arti “to serve” yang dalam 

bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.  

 Dimock dan Dimock dalam (Hajar Malawat, 2022) mejelaskan bahwa kata administrasi 

berasal dari kata “ad” dan “minister” yang berarti juga “to serve”. Jadi dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. 

 Menurut P. Siagian (2004) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja 

sama antara dua orang atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Konsep Organisasi 

 Menurut Siagian (2003:6) menyatakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk 

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja  serta secara formal terikat dalam 

rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang 

atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut 

dengan bawahan. 

 Organisasi merupakan suatu bentuk kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat 

interaksi sosial antara sesama serta tempat penyusunan dan pengaturan sebagai kesatuan 

kerja dengan aturan dan norma-norma yang berlaku yang di dalamnya  terdapat manfaat-

manfaat dalam berkehidupan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Konsep Manajemen 

 Manajemen menurut George R. Terry dalam Hadari Nawawi (2000:3) adalah 

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan 

bantuan orang lain. 

 Manajemen merupakan suatu bentuk proses yang dilakukan bersama orang lain yang 

dapat memudahkan suatu pekerjaan yang dalam penerapannya memiliki proses yang khas, 

terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengawasan, kepemimpinan, dan koordinasi yang pelaksanaannya dilakukan secara 

berurutan sesuai masing-masing tindakan serta dibutuhkannya suatu pengetahuan yang 

spesifik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Konsep Implementasi 

Implementasi kebijakan public mempunyai konsekuensi tertentu bagi masyarakat 

sasaran dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut. Konsekuensi yang dimaksud 

tentunya ada yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga yang 

tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu. 

(Syahruddin, 2019) Sementara itu, menurut Marilee S. Grindle (1980) juga memberikan 

pandangan tentang Implementasi yang dikutip dalam (Kasmad, 2013) dengan mengatakan 

bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan 

tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.  

Konsep Pendidikan Inklusif 

 Inklusi adalah “filosofi” yang menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang masyarakat 

tidak lengkap tanpa mengikutsertakan anak-anak dengan semua berkebutuhan khusus. 

Inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua 

anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama (dalam Panduan Pelaksanaan 

Pendidikan Inklusif, 2022: 1) 

 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 

Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa 

menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 
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potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran 

dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

 Dalam (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011:10) menyatakan bahwa 

sekolah Inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua 

peserta didik pada sekolah yang sama tanpa diskriminasi, ramah dan humanis untuk 

mengoptimalkan pengembangkan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang 

berdayaguna dan bermartabat. 

Konsep Anak Berkebutuhan Khusus (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) 

Menurut Milyartini (2012) mengemukakan Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak 

dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik berbeda karena 

memiliki keterbatasan/ketidakmampuan (fisik, mental, dan sosial emosi), maupun memiliki 

kelebihan atau keistimewaan (gifted and tallented) (dalam Alhakiki & Desyandri, 2019). 

Selanjutnya dalam (Abdullah, 2013) menyatakan bahwa klasifikasi dan jenis anak 

berkebutuhan khusus tersebut, termasuk anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan ke 

dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial. 

Berikut adalah pengelompokkan keberagaman anak berkebutuhan khusus atau peserta 

didik berkebutuhan khusus menjadi sebagai berikut: 

1) Peserta didik dengan Hambatan Penghlihatan/ Tunanetra 

 Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Berdasarkan 

ketajaman penglihatannya, penyandang tunanetra dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok , yaitu anak buta total (totally blind) dan anak kurang lihat (low vision), yang 

mana anak kurang lihat ini memiliki pandangan kabur ketika melihat suatu objek 

sehingga perlu menggunakan alat bantu penglihatan seperti alat optik atau kacamata. 

2) Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu 

 Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu merupakan salah satu anak 

dengan gangguan fisik, yang artinya anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya 

pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal 

(Desiningrum, 2016, hal. 7).Dan pada umumnya anak yang mempunyai gangguan 

pendengaran, dalam proses penerimaan informasi serta dapatnya komunikasi bersama 

lingkungannya akan menggunakan alat bantu dengar. 

3)  Peserta didik dengan hambatan Intelektual/Tunagrahita 

 Peserta didik dengan gangguan intelektual ini merupakan anak yang secara nyata 

mengalami hambatan dan keterbelakangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata 

sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial 

(Desiningrum, 2016, hal. 8). 

 Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan 

penyebab terjadi atau adanya anak/peserta didik dengan cacat intelektual ini yaitu di 

antaranya kondisi genetik, masalah pada kehamilan. Adanya dampak yang ditimbulkan 

pada peserta didik dengan hambatan intelektual yaitu adanya hambatan atau gangguan 

komunikasi, kemandirian, dan penyesuaian sosial. 
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4)  Peserta didik dengan hambatan fisik/ Tunadaksa 

 Dalam (Desiningrum, 2016, hal. 7) menyatakan bahwa tunadaksa merupakan anak yang 

mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang sendi dan otot). 

5)  Peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku 

 Sebenarnya anak dengan hambatan/gangguan emosi dan perilaku tersebut seperti 

tunalaras, anak dengan gangguan komunikasi yang disebut tunawicara dan hiperaktif. 

 Peserta didik dengan hambatan emosi serta perilaku ini mengalami keterlambatan 

intelektual sehingga masih bisa memungkinkan dalam mengikuti kurikulum strandar 

meskipun harus dengan adaptasi. 

6)  Peserta didik lamban belajar (Slow Leaner) 

 Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan bahwa 

beberapa hal seorang anak dapat mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, me-

respon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding 

dengan peserta didik dengan hambatan intelektual. 

 Peserta didik seperti ini membutuhkan waktu belajar yang cukup lebih lama 

dibandingkan anak-anak sebayanya yang lain, sehingga mereka membutuhkan 

pelayanan dalam pendidikan khusus dan dapat mengikuti pendidikan standar dengan 

adanya adaptasi. 

7)  Peserta didik berkesulitan belajar spesifik (Specific Learning Disability) 

 Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyatakan bahwa 

anak kesulitan belajar spesifik adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu 

proses psikologis dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau kesulitan dalam pemahaman, 

gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, mendengarkan, berbicara, 

membaca, mengejja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Dan 

gangguan mental serta emosi karena pengaruh lingkungan karena kemiskinan, 

lingkungan budaya, ekonomi, maupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh 

guru. 

8) Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa 

 Menurut (Desiningrum, 2016, hal. 23) menyatakan bahwa Anak Cerdas Istimewa 

Berbakat Istimewa (CIBI) termasuk anak berkebutuhan khusus dikarenakan dengan 

kemampuan yang dimilikinya dalam intelektual dan non intelektualnya yang tinggi akan 

mempengaruhi kesulitan dalam berinteraksi sosial atau tidak mampu bersosialisasi 

dengan baik, sehingga anak yang tergolong Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa merasa 

dirinya berbeda, aneh atau lingkungan yang akan menyatakan bahwa dirinya aneh 

dikarenakan terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim. 

9) Peserta didik Autistic Spectrum Disorders (ASD) 

 Istilah autisme tersebut mengacu pada hambatan tumbuh kembang yang muncul 

terutama pada diri anak yang mengalaminya, yaitu dengan adanya hambatan dalam 

berinteraksi, komunikasi, dan perilaku. 
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 Autisme salah satu anak/peserta didik berkebutuhan khusus dengan gangguan 

intelektual, autisme merupakan gangguan pada perkembangan anak yang disebabkan 

oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam 

interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. Seorang anak yang terbukti sebagai autisme 

memiliki sebutan tersendiri yaitu “anak dengan dunianya sendiri”. 

10) Peserta didik Attenttion Deficit Hyperactovoty Disorder (ADHD) 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau dengan nama lain Hiperaktif 

merupakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yang merupakan secara 

psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan 

disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu mengenddalikan gerakan dan 

memusatkan perhatian (Desiningrum, 2016, hal. 8) . 

11) Peserta didik dengan hambatan majemuk/Tunaganda 

 Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2022) menyebutkan bahwa 

peserta didik dengan hambatan majemuk/Tunaganda adalah anak/peserta didik yang 

memiliki kelainan lebih dari satu jenis. Misalnya, gangguan penglihatan menyertai 

gangguan pendengaran atau hambatan intelektual, hambatan pendengaran disertai 

hambatan intelektual sehingga mereka membutuhkan kurikulum khusus (cacat ganda: 

multiple handicapped). 

Metode 

 Jenis Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif Kualitatif, dengan 

menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya yang menggambarkan tentang keadaan 

yang sebenarnya tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru. 

 Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka lokasi penelitian 

pada penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan di sekolah-sekolah 

(Sekolah Dasar) yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak di Kota Pekanbaru sebagai fokus 

utama studi peneliti dalam melihat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif tingkat SD 

di Kota Pekanbaru. Di Lokasi Penelitian ini, Penulis menetapkan 4 Sekolah Dasar Negeri yang 

menjadi atau telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Pekanbaru, yang 

menjadi lokasi penelitian peneliti dikarenakan terdapat fenomena penelitian yang sesuai 

dilokasi tersebut, sekolah dasar tersebut yaitu SDN 144 Kota Pekanbaru, SDN 95 Kota 

Pekanbaru, SDN 47 Kota Pekanbaru, SDN 118 Kota Pekanbaru. 

 Dari data key informan dan informan terdapat 22 orang yang akan diwawancari, 

namun dikarenakan kendala dilapangan, maka penulis sebagai peneliti dalam penelitian ini 

hanya mendapatkan 20 orang informan. 

Teknik Pengumpulan data yang dibutuhkan yakni Observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sedangkan Teknik Analisa Data dalam Penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penyimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Isi Kebijakan (Content Of Policy) 

1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Key Informan yakni 

dengan bapak Juni Kardi, M. Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada hari kamis, tanggal 7 Maret 2024 mengenai 

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam kebijakan pendidikan inklusif bagi 

anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar di sekolah penggerak di kota Pekanbaru, 

sebegaimana dalam wawancara yang dikatakan: 

 “ semua anak itu sama, dan tidak termajinalisasikan anak anak berkebutuhan khusus 

serta tidak adanya diskriminasi lagi, dan kenapa kita mewajibkan semua sekolah inklusif 

dikarenakan yang pertama supaya tidak ada diskriminasi, dan kedua Mengajak bersosialisasi 

dengan teman-teman yang memiliki kelebihan tadi sehingga terjalin komunikasi, adanya 

simpati dan empati diantara mereka.” 

 Lalu dalam pencapaian kebijakan melalui kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi bahwa penulis juga melibatkan bagaimana keterkaitan dengan sekolah 

penggerak dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, baik itu sama saja dengan sekolah lain 

maupun program khusus, dan berikut hasil wawancara dengan Bapak Juni Kardi, M,Pd 

tanggal 7 Maret 2024: 

 “ sekolah penggerak wajib menerima dan bahkan tidak hanya sekolah penggerak tapi 

semua sekolah dan kita menilai sekolah penggerak itu lebih bagus lagi pelayanannya dari 

sekolah lain karena mereka lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan baik kepala 

sekolahnya dan gurunya, DKT namanya (dewan komite), ada lokal karya2 yang dilaksanakan 

secara daring oleh pusat, dan mereka mendapatkan lebih dari yang lain.” 

 Dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis pada sub indikator 

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi bahwa pendapat dari berbagai pihak bisa 

dibilang cukup terlaksana, dikarenakan untuk pelaksanaan kebijakan hampir semua sekolah 

sudah menerima anak berkebutuhan khusus, dan juga kepentingan juga berdasarkan pada 

kepentingan agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang selayaknya anak-anak 

umum lainnya. Namun di pihak orang tuanya ada beberapa orang tuanya memasukkan 

anaknya tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter yang dianjurkan atau sebenarnya telah 

diterapkan dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK. SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru yang 

menyatakan bahwa jalur afirmasi diperuntukkan untuk siswa Disabilitas dengan menyatakan 

surat keterangan dokter. Dan hal tersebut belum terlaksana sebelumnya pada pihak orang tua 

siswa berkebutuhan khusus untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada regulasi 

tersebut. 

2) Jenis Manfaat yang akan dihasilkan 

 Jenis manfaat ini dapat diartikan sebagai isi kebijakan yang berupaya dalam 

menunjukkan atau menjelaskan bahwa sesuatu kebijakan harus mempunyai manfaat tertentu 

agar dapat memberikan dampak positif.  

 Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa manfaat namun tidak dalam segi 

positifnya saja tetapi juga dalam segi negatifnya dengan adanya pelaksanaan kebijakan 

pendidikan inklusif di sekolah reguler, di sekolah dasar penggerak di kota Pekanbaru. 
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 Dalam hasil observasi penelitian yang penulis lakukan dan hasilnya dari Sub Indikator 

Jenis Manfaat yang dihasilkan bahwa hal ini masih cukup terlaksanakan, dikarenakan 

beberapa dampak positif membawa hal yang baik untuk pelayanan pendidikan bagi anak-

anak berkebutuhan tersebut, tetapi untuk dampak negatifnya yang mana hal ini banyak sekali 

guru-guru yang kewalahan dalam memberikan pendidikan dan tidak 100% dalam 

penanganan dikarenakan latar belakang yang tidak mengarah untuk pendidikan anak 

berkebutuhan khusus serta adanya perundingan walaupun hal tersebut tidak fatal dan sudah 

dibenahi. 

  Dan karena sisi kurangnya penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas guru 

pendamping maka jenis manfaat yang dihasilkan dalam kebijakan inklusif ini belum 

terjalankan dengan semestinya dibeberapa sekolah terkhususnya sekolah yang menjadi objek 

penelitian penulis. 

3) Derajat Perubahan yang di Inginkan 

 Dalam derajat yang di Inginkan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan skala atau ukuran dalam menjalankan 

kebijakan pendidikan inklusif ini, baik itu dari beberapa pihak yang penulis lakukan 

wawancaranya, yaitu dari pihak dinas, kepala sekolah yang bersangkutan, guru yang 

mengajar serta orang tua dari siswa berkebutuhan khusus tersebut. 

 Dalam Derajat yang di Inginkan penulis sebagai hasilnya penulis mewawancarai 

Bapak Juni Kardi, M.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru sebagai Key Informan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, yaitu sebagai 

berikut: 

 “ Perubahan itu yang jelas guru di sekolah tidak lagi menganggap sekolah mereka itu 

yang normal saja, dan mengatakan bahwa sekolah kami tidak sekolah inklusi dan menyatakan 

bahwa sekolah inklusi yang sudah ditetapkan melalui peraturan Walikota No. 713 Tahun 2017  

tadi dan mereka merasakan bahwa semua sekolah dapat menerima anak berkebutuhan 

khusus dan tidak ada terkhususan adanya sekolah inklusi. Harapan dari pihak dinas semua 

sekolah mau menerima anak-anak tersebut tanpa berpikir hal tersebut dan membeda bedakan 

anak tersebut, tidak diskriminasi.” 

 Dari hasil observasi yang penulis lakukan menurut beberapa pihak sesuai dengan 

kondisi fenomena dari Penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya kurangnya guru 

pendamping khusus (Shadow Teacher) serta tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana, 

serta Pelatihan guru yang mengajar agar diberikan materi inklusifitas menjadi harapan semua 

pihak yang penulis wawancarai dan semua itu juga pemenuhan tersebut tercamtum dalam 

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif 

Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa. 

4) Kedudukan Pembuat Kebijakan 

 Dalam kedudukan Pembuat Kebijakan dapat melihat seberapa jauh keputusan yang 

diambil oleh masing-masing pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan pendidikan 

inklusi ini yang berfokus pada sekolah penggerak dan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana 

kebijakan. 
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 Hal ini berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar dari 

pelaksanaan pendidikan inklusi ini yang mana hal tersebut, penulis mewawancarai Bapak 

Juni Kardi, M,Pd Selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian SD, hari kamis, tanggal 7 Maret 2024, 

yang menyatakan bahwa: 

 “ Untuk sampai sekarang belum ada peraturan khususnya mengenai pendidikan 

inklusif, dan belum ada turunannya, untuk Peraturan Keputusan Walikota serta untuk 

Peraturan Daerah belum ada. Untuk Peraturan Keputusan Walikota Nomor 713 tahun 2017  

Tentang penetapan sekolah inklusi sebenarnya masih dipergunakan, tetapi untuk pendidikan 

inklusif secara khususnya sudah dibatalkan sebenarnya karena dalam Peraturan Walikota 

Nomor 713 Tahun 2017 tersebut terdapat sekolah-sekolah atau penentuan sekolah inklusif tadi 

di Pekanbaru, dan untuk sekarang tidak ada sekolah khusus atau penentuan lagi mengenai 

sekolah inklusif tadi, dan sudah menjadi semua sekolah sudah harus wajib menerima anak 

berkebutuhan khusus tergantung kepada level ke khususan anak tersebut.” 

 Dari hasil observasi menyatakan bahwa secara administrasi penerimaan anak-anak 

berkebutuhan khusus tersebut melalui assessment dalam penerimaannya serta jika benar anak 

tersebut memiliki kebutuhan khusus maka pihak sekolah akan meminta surat psikologi dan 

mengkomunikasikan ke orang tuanya agar anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan di samping hal tersebut yang kekurangan 

atau tidak adanya guru pendamping khusus tersebut maupun guru yang mendapatkan 

pelatihan. 

 Secara kebijakan juga tidak relevan dikarenakan tidak ada perubahan atau pembuatan 

khusus mengenai peraturan untuk semua sekolah harus menerima atau tidak menolak anak 

berkebutuhan khusus, hanya berdasarkan dari Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 

Tentang PPDB pada TK, SD, SMP Negeri di Pekanbaru tersebut serta melalui sosialisasi 

Transisi Paud-SD Menyenangkan yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2023, yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

5) (Siapa) Pelaksana Program 

 Menurut Marilee S. Grindle (2018) dalam hal nya (siapa) Pelaksana Program atau 

kebijakan ini merupakan pihak-pihak yang mendukung atau pelaksana sehingga kebijakan 

dapat berjalan dengan lancar. 

 Dalam sub indikator (siapa) Pelaksana Program dalam penelitian yang penulis 

lakukan yaitu mengenai kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar untuk sekolah 

penggerak di kota Pekanbaru, dalam hal ini adanya perbedaan pendapat menurut sekolah-

sekolah yang menjadi objek penelitian serta penyelenggara kebijakan yaitu dari Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbarunya sendiri sebagai Pelaksana yang saat ini sebagai pemegang 

kewenangan untuk daerah kota Madiah, yang memegang Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab 

dalam bidang pendidikan. Namun dalam hal ini adanya pelatihan itu juga diberikan dari 

pusat yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 

 Dari hasil observasi dan wawancara bahwa benar benar untuk pelaksanaan dahulu 

memang secara kewenangan yang luas dilakukan Oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi, 

namun semenjak 2017/2018 kewenangan kerja sudah dipisah dan penanganan SD sudah 

mulai menjadi kewenangan Oleh Dinas Pendidikan kota dengan keluarnya Surat Keputusan 
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Walikota Nomor 713 Tahun 2017 tentang penetapan sekolah inklusi di kota Pekanbaru. 

Setelah itu peraturan baru muncul untuk semua sekolah sudah harus menerima atau tidak 

boleh menolak anak berkebutuhan khusus maka sebagai dasar yang baru untuk mendasari 

hal tersebut sesuai dalam Peraturan Surat Keputusan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang 

PPDB TK, SD, dan SMP Negeri di Pekanbaru sebagai bentuk bahwa pendidikan inklusif 

menjadi kewenangan kerja atau pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

6) Sumber Daya Yang dihasilkan dan digunakan 

 Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tersedia, yang memadai dari 

pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Dalam observasi pra riset pada bulan 

Oktober- November, penulis mendapatkan bahwa benar peraturan atau kebijakan pendidikan 

inklusif di Pekanbaru masih menggunakan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 713 Tahun 

2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan di dasarkan 

Peraturan Menteri Dinas Pendidikan No. 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif Bagi 

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat 

Istimewa.  

 Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak 

Alda Fiandri, S.Pd selaku Kasi Kesiswaan SD Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, 

menyatakan bahwa: 

 “Di sekolah negeri hal ini baru tahapan berjalan, tidak bisa negeri langsung 

menyiapkan fasilitas yang begitu banyak, fasilitas yang diinginkan standarisasi anak inklusi 

itu belum bisa, karena hal tersebut terkait dengan anggaran” 

 Dari hasil observasi mengenai sumber daya yang dihasilkan dan dipergunakan, 

terlihat bahwa tidak semua sekolah mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan dari 

regulasi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tersebut, dan hal ini 

menjawab fenomena penulis dalam penelitian ini bahwa tidak adanya Guru Pendamping 

Khusus serta Pelatihan yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah 

penggerak yang mana sekolah tersebut memiliki Anak berkebutuhan khusus di dalamnya. 

Dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana juga masih bisa dibilang merupakan PR 

bagi Dinas untuk memenuhi sesuai standar dari regulasi yang ada. 

 Namun untuk alternatifnya sekolah-sekolah termasuk Dinas Pendidikan Kota juga 

memberikan Platform-Platform pelatihan untuk memberikan materi agar dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. 

2. Lingkungan Implementasi 

 Lingkungan Implementasi sebagai bentuk wadah dari terlaksananya atau tidaknya 

sebuah kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan isi kebijakan bagaimana proses dari 

lingkungan implementasi menjalankan sebuah kebijakan yang ditetapkan. 

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat 

 Dalam merumuskan kebijakan perlunya pertimbangan dalam kekuasaan atau 

kekuatan, seperti hal-hal yang mendukung jalannya kebijakan atau supaya kebijakan itu bisa 

diketahui oleh Implementator yang akan menjalankan kebijakan tersebut untuk mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan isi kebijakan yang diinginkan, serta adanya kepentingan dan strategi 

aktor yang terlibat dalam memperlancar proses pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Informan Bapak Alda 

Fiandri, S.Pd selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, pada hari Selasa, 19 

Maret 2024, yaitu: 

 “ Sosialisasi dilakukan setiap Kurikulum, dari bagian pihak Kurikulum dan Penilaian 

SD yang dilakukan langsung oleh bapak Juni Kardi, M.Pd tersebut pasti sudah 

mensosialisasikan bahwa sekolah negeri itu tidak boleh menolak, namun hal itu adanya 

prasyarat. Dan pasti di sosialisasikan saat penerimaan peserta atau murid baru, di umumkan 

dan diberitahukan saat sosialisasi PPDB, karena di Juknis PPDB itu juga mengatakan untuk 

siapa PPDB itu, dari untuk anak reguler dan anak inklusi, bukan untuk anak-anak tertentu 

saja.” 

 Dalam sub indikator Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat bahwa 

hal ini penulis mengambil mengenai sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak dinas 

mengenai sekolah yang harus menerima anak berkebutuhan khusus tersebut, dan komunikasi 

dari sekolah kepada orang tua mengenai anak-anak tersebut, maka kesimpulan dalam hal ini 

komunikasi yang dilakukan sudah berjalan, namun dalam penerimaan anak-anak 

berkebutuhan khusus dari sekolah tetap harus berdasarkan adanya sarana dan prasarana 

yang tersedia serta fasilitas yang mendukung. Pelaksanaan pembelajaran untuk anak 

berkebutuhan khusus juga menggunakan buku penghubung, yang dimana buku penghubung 

tersebut merupakan keputusan atau kebijakan masing-masing guru dalam memberikan 

pembelajaran ke ABK melalui komunikasi dengan orang tua. 

2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

 Karakteristik Lembaga dan Penguasa berpengaruh kepada dalam lingkungan 

terhadap kebijakan yang di implementasikan serta berpengaruh kepada keberhasilan, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut 

agar berhasil dalam lingkungan saat penerapan kebijakan ini berjalan. 

 Secara administrasi dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus, sekolah yang 

ditetapkan sebagai sekolah penggerak lebih harus menerima anak-anak berkebutuhan 

khusus, dikarenakan sekolah penggerak pada umumnya lulus dari kementerian pendidikan 

dari pusat dengan akan mendapatkan pelayanan materi-materi pelatihan di dalamnya, dan 

pelayanan yang diberikan ke siswa-siswanya lebih baik. 

 Secara pandangan sekolah akan hal itu, ada beberapa bentuk keputusan atau tindak 

lanjut setelah sekolah menerima, secara administrasi sekolah-sekolah tersebut akan 

merancang pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut agar 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

 Adanya beberapa bentuk tindak lanjut yang dilakukan dari guru, dari mulai 

assessment awal hingga memberikan edukasi ke anak-anak yang lain agar dapat saling 

menghargai saat pemberian pembelajaran khusus terhadap anak-anak berkebutuhan khusus 

tersebut. 

 Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak-anak tersebut 

sekolah-sekolah tersebut memiliki kebijakan masing-masing, pembelajaran diferensiasi serta 
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pemberian perhatian khusus terhadap anak-anak yang sangat diperlukan sehingga mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik secara administrasi mereka bersekolah. 

3) Kepatuhan dan Daya Tanggap 

 Dalam Sub Indikator ini melihat bagaimana pelaksana merespon terhadap kebijakan 

yang berikan, dan disini juga penulis menambahkan bagaimana jika ada sekolah yang tidak 

melakukan kebijakan tersebut. 

 Dalam hasil observasi dan wawancara dengan sekolah penggerak yang sudah 

melaksanakan pendidikan inklusi atau sudah menerima ABK bahwa tidak ada kurikulum 

khusus, namun melalui kurikulum merdeka, RPP Adaptasi yang merupakan melihat kondisi 

lingkungan dan siswanya dalam penyesuaian pembelajaran 

 Dari hasil observasi serta wawancara, bahwa mengenai Kepatuhan dan Daya Tanggap 

ini memang belum sesuai dengan kebijakan, dikarenakan ada sekolah yang belum 

melaporkan sekolahnya sama sekali dan ada juga sekolah yang belum melakukan pelaporan 

dikarenakan tidak adanya surat rekomendasi dokter disebabkan adanya kesulitan 

berkomunikasi dengan orang tua. Secara penyesuaian kurikulum, tidak ada dan hanya 

berpatokan kepada kurikulum merdeka belajar melakukan RPP (Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran) secara adaptif dari beberapa sekolah sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan 

anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Inklusif Oleh Dinas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat 

Sekolah Dasar (Studi Sekolah Penggerak) Kota Pekanbaru, Implementasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif serta 

untuk Kebijakan atau regulasi pemerintahan daerah kota Pekanbaru melalui Keputusan 

Walikota Pekanbaru No. 713 Tahun 2017 Tentang penetapan sekolah penggerak di Pekanbaru 

serta Keputusan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang PPDB SD,TK,SMP Negeri di Pekanbaru 

serta pemenuhan kebutuhan dari sekolah inklusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 

Tahun 2020 tentang akomodasi layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas belum 

sepenuhnya maksimal dalam pencapaian sasaran serta tujuan dari pelaksanaan kebijakan 

tersebut dipekanbaru dengan Indikator Implementasi menurut Marilee S. Grindle , yaitu isi 

Kebijakan (Content Of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Content Of Implementation). 

 Hasil dari penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa belum terlaksananya 

beberapa kebijakan dalam regulasi yang ada, yakni dari pemberian sarana dan prasarana yang 

belum sepenuhnya terlaksana seperti pemberian pelatihan guru-guru, pemberian guru 

pendamping khusus serta sarana dan prasarana lainnya. Tak hanya itu terdapat sekolah-

sekolah yang masih belum mendaftar atau melakukan assessment untuk anak-anak 

berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dalam pelaksanaan serta tidak 

mendatanya sekolah dikarenakan beberapa anak berkebutuhan khusus tersebut tidak 

memiliki surat rekomendasi dokter/psikologi sesuai dengan kebijakan serta sekolah 

menganggap ABK yang bersekolah tersebut masih dapat ditangani. Tak hanya itu peraturan 

untuk pendidikan inklusif di Pekanbaru juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan 

saat ini dikarenakan semua sekolah sudah harus menerima anak berkebutuhan khusus atau 

tidak boleh menolak dengan artian bahwa semua sekolah sudah inklusif. 
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